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Abstrak
 

Usulan Penelitian ini diawali karena adanya liberalisasi pasar ritel melalui Keppres No. 99 tahun 1998 dan

SK Menteri Investasi No. 29/SK/1998 serta Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 dan

Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dimana melalui kedua Undang-Undang ini peritel

asing bukan saja boleh membuka gerainya diseluruh wilayah Indonesia, bahkan secara agresif investor asing

mulai menggeser peritel-peritel lokal. Hal ini semakin mengkhawatirkan ketika ditetapkannya perjanjian

pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mulai efektif pada tahun 2015. Dalam

pembangunan ekonomi Indonesia UMKM dianggap sektor yang memiliki peran penting. Sebagaian besar

jumlah penduduk Indonesia tidaklah memiliki pendidikan tinggi, sehingga kegiatan usaha yang dapat

dilakukan merupakan usaha kecil baik sektor tradisional maupun modern. Melihat kondisi ini diperlukan

peran pemerintah melalui hukum yang dibuatnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap UMKM

khususnya sektor ritel. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini mengenai bagaimana kebijakan

pemerintah dalam melindungi UMKM sektor ritel dan langkah preventif dalam menghadapi MEA serta

bagaimana peran Komisi Ppengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengawasi kegiatan usaha disektor

ritel. Penulisan tesis ini menggunakan penelitian normatif dengan berfokus pada sumber data sekunder yang

terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian ini

menyarankan bagi pemerintah untuk membuat peraturan setingkat Undang-Undang di sektor ritel agar

pemberian sanksi bisa lebih optimal dan menyarankan pemerintah untuk meningkatkan peran KPPU agar

dapat maksimal dalam melakukan pengawasan.

<hr>

This research proposal begins by liberalization of the retail market through Presidential Decree No. 99 of

1998 and Minister of Investment decree No.29/SK/1998 and Investment Act No.25 of 2007 and Limited

Company Act No. 40 of 2007 in which through those Act, not only allowed foreign retailers opened outlets

across Indonesia but also even aggressive investors began to shift local retailers. It is increacsingly worry

while the ASEAN Economic Comunity had been agreed which became effective in 2015. In the economic

development of Indonesia SMEs sector is considered to have an important role. Most of the Indonesian

population is poorly educated, so that business activities can be done is a good small business sector,

traditional and modern. Seeing this condition necessary the role of government through laws which is made

to provide legal protection to SMEs especially in retail sector. The problem formulated in this study are how

abaout government policy to make protection for SME?s in retail sector in facing AEC and how the role of

Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in conducting surveillance in retail sector. This

research is a normative method by focusing on secondary data sources are divided into primary legal

materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The result of this thesis is suggest for the

government to make the regulation as equal as act in retail sector so that sanction can be optimized and
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suggest the government to improve the role of KPPU to be more levarage in controlling competition in retail

sector.


